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Abstrak
Secara normatif, “presiden tidak dapat melakukan intervensi kepada komisi negara
independen dalam bentuk apapun,” sehingga presiden tidak dapat menetapkan peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan
mengarahkan kebijakan-kebijakan, baik strategis maupun teknis dari state auxiliari organ dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian bentuk-bentuk kontrolstate auxiliari organ
terhadap cabang kekuasaan eksekutif dapat melalui koordinasi, supervisi, penindakan dan
pencegahan yang berkenaan dengan fungsinya. Disisi lain, determinan kekuasaan eksekutif
terhadap state auxiliary organ dalam mekanisme kontrol adalah membentuk dan meniadakan
state auxiliari organ atau menetapkan, menambahkan, dan mengurangi kewenang-kewenangan
pada melalui  undang-undang bersama DPR, atau melalui peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (Perpu) yang finalisasinya tergantung pada political will DPR; Menentukan
besarnya anggaran yang dibutuhkan state auxiliari organ, melalui APBN;
Penerapan kesetaraan kedudukan dan prinsip checks and balances antarlembaga negara
yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai implikasi terhadap hubungan
kelembagaan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap keberadaan state auxiliary organ (lembaga
negara pembantu yang bersifat independen) yang ada dalam lingkup kekuasaan eksekutif.
Hubungan kelembagaan tersebut dapat dilihat dengan fungsi lembaga masing-masing.
Abstract
Normatively, president cant’t intervene state independence comission in any kind. So
that, president can’t stipulate regulation under act to influence, control and direction of policy as
well strategically and technically from state auxiliary organ in doing its duty and function, then,
forms of state auxiliary organ control to executive branch can be done through coordination,
supervision, process and prevention related to its function. In another side, determonation of
executive power to state auxiliary organ in stipulating, adding and dimishing power through act
with House of Representative (DPR) or through emergency legislation in which finally depend
on House of Representative political will, determine budget necessity to state auxiliary organ
through state revenue and expenditure budget. The implementation of equal position and checks
and balances prinsiple among state organ in Indonesian state system imply to institutional
relation. This will influence the existence of state auxiliary organ in executive sphere. This
institutional relation can be viewed from function of each institution.
